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ABSTRAK 

 

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI 

KARYAWAN PADA PT LAMPUNG JASA UTAMA 

 

OLEH  

ADE HARDIANSYAH 

 

Pajak penghasilan adalah pembayaran resmi yang disajikan sebagai pajak yang 

terutang dalam tahun pajak bagi mereka yang memperoleh penghasilan untuk 

kepentingan negara dan masyarakat, atau atas hasil yang diterima atau dicapai 

dalam tahun pajak. Pajak penghasilan atas jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib 

pajak orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri, selanjutnya disebut PPh pasal 

21. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perhitungan ,penyetoran dan pelaporan 

pajak penghasilan PPh pasal 21 pada PT Lampung Jasa Utama sudah atau belum 

sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. 

Dalam prosedur pengenaan perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 terhadap 

penghasilan karyawan tetap belum sesuai antara jumlah perhitungan PPh Pasal 21 

menurut PT Lampung Jasa Utama dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 

menurut penulis dengan mengacu pada peraturan PP No 58 tahun 2023 (Tarif 

Pemotongan pajak PPH 21). Hal tersebut dikarenakan ada perbedaan antara 

perhitungan yang dilakukan oleh PT Lampung Jasa Utama dengan perhitungan 

penulis yang sesuai dengan  PP No 58 Tahun 2023 (Tarif pemotongan pajak PPh 

21).Dalam menyetorkan dan melaporkan SPT tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 

secara online dengan menggunakan e-Filing telah sesuai dengan peraturan dan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar. 

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21,Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan 
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BAB  I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak penghasilan adalah pembayaran resmi yang disajikan sebagai pajak yang 

terutang dalam tahun pajak bagi mereka yang memperoleh penghasilan untuk 

kepentingan negara dan masyarakat, atau atas hasil yang diterima dan dicapai dalam 

tahun pajak. Pajak penghasilan atas jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak 

orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri, selanjutnya disebut PPh pasal 

21(Lewa et al., 2018). Dalam hal kegiatan wirausaha, profesi atau pekerjaan yang 

dilakukan Wajib Pajak selama menerima penghasilan dikenai Pajak Penghasilan 

(PPh). Penerimaan pajak warga negara merupakan kontribusi nyata bagi 

pembiayaan penyelenggaraan negara.  

Dalam hal membayar pajak, menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan 

pemerintah yang paling penting tidaklah mudah. Masyarakat Indonesia harus 

memahami pajak dan cara menghitungnya agar tidak terjadi kesalahan dan 

penyimpangan saat membayar pajak. Sumber daya alam terus berkurang, sehingga 

pemungutan pajak adalah pilihan yang paling penting. Mengurangi pemotongan 

pajak adalah cara paling efektif untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Oleh 

karena itu, pemerintah sering melakukan perbaikan, penyesuaian dan perubahan 

terhadap undang-undang perpajakan saat ini yang telah mengalami tiga kali 

perubahan untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Akhirnya UU PPh 

No. 36 Tahun 2008 diubah menjadi UU No.7 Tahun 2021 dan diubah lagi menjadi 

peraturan pemerintah no 58 tahun 2023 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.  

Perbaikan, penyesuaian dan perubahan undang-undang perpajakan terus dilakukan. 

PP No 58 Tahun 2023 ini mengatur tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib 

Pajak Orang Pribadi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam 

pengaturannya. Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas tarif 

berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tarif 

efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Tarif sebagaimana diatur dalam PP 
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No 58 Tahub 2023 ini digunakan untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, 

anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, 

dan pensiunannya. 

Pajak penghasilan dibagi menjadi dua pengelompokan, yaitu menjadi pajak 

penghasilan final dan pajak penghasilan tidak final. Pajak penghasilan final adalah 

pajak penghasilan yang jumlahnya bersifat final (habis masa berlakunya), sehingga 

tidak dapat dikreditkan (dikurangi) dari pajak penghasilan yang terutang pada akhir 

tahun pajak. Pajak penghasilan final adalah pajak yang tidak lengkap atau pajak 

dihitung kembali dengan penghasilan lain untuk dikenakan tarif pajak umum pada 

saat melaporkan SPT Tahunan (Susan, 2013).  

Perencanaan  PPh  Pasal  21  paska  lahirnya  PP  No 58  tahun  2023  akan  

mengalami perubahan  dengan  diterapkannya  sistem  TER  dalam  penghitungan  

PPh  Pasal  21 karyawan. Sistem TER menjadikan perhitungan PPh Pasal 21 Masa 

lebih praktis karena sudah menggunakan system single tarif dan adanya 

pengelompokkan karyawan ke dalam tiga kelompok besar yaitu TER-A, TER-B 

dan TER-C, Oleh karena itu setiap kelompok akan  dibagi  lagi  menjadi  kelompok  

lebih  kecil  dengan penghasilan  yang  sudah ditentukan beserta dengan tarif PPh 

Pasal 21 yang harus dikenakan. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mengambil 

judul tentang “Pengenaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan 

Pada PT Lampung Jasa Utama” karena ingin mengkaji perhitungan, penyetoran dan 

pelaporan pajak secara lebih mendalam. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka yang menjadi 

pokok bahasan atau permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji 

karyawan di PT Lampung Jasa Utama dan apakah kewajiban pajak 

penghasilan Pasal 21 telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perpajakan 

atas pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan 

pekerjaan, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi? 
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2. Bagaimana prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 21 atas gaji karyawan di PT Lampung Jasa Utama? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengenaan perhitungan Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT lampung Jasa Utama. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana pengenaan prosedur penyetoran dan 

pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan di PT 

Lampung Jasa Utama  

1.4 Manfaat dan Kegunaan 

Penelitian Penelitian ini diharapkan terdapat manfaat yang dapat diambil, yaitu: 

1) Bagi Penulis, 

Maafaat bagi penulis untuk memperluas pemahaman penulis sendiri tentang 

perhitungan ,pelaporan, dan penyetoran pajak penghasilan PPh  pasal 21 dan 

merupakan salah satu syarat kelulusan. 

 

2) Bagi Pembaca  

Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pajak, khususnya 

dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
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BAB II  

TINJAUAAN PUSTAKA 

2.1 Dasar Perpajakan  

2.1.1 Pengertian Pajak  

Pajak merupakan sumber utama penghasilan suatu negara yang digunakan untuk 

membiaya kepentingan dan keperluan negara. Menurut Soemitro dalam buku 

perpajakan Mardoismo pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat timbal balik secara 

langsung(Wijaya & Nainggolan, 2022). Mengacu kepada  UU  17/2003 mengenai 

Keuangan Negara, pendapatan negara merupakan seluruh penerimaan yang berasal 

tidak hanya  dari  bidang perpajakan, tetapi termasuk pendapatan negara yang  

bukan dalam kategori  pajak serta dalam bentuk hibah sebagai penerimaan negara 

yang bersumber dari dalam dan dari luar negeri . Pemerintah telah mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan  yang  dianggap penting  seperti  Peraturan Pemerintah 

pengganti undang-undang (Perpu) yang disebabkan kegentingan, Peraturan 

Presiden, serta Peraturan Mentri (Lihawa et al., 2023). 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak menurut (Ariffin & Sitabuana, 2022) pajak memiliki empat fungsi 

dalam kehidupan negara kita, sebagai fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi 

redistribusi pendapatan, dan fungsi stabilisasi. Berkenaan dengan penjelasannya 

sebagai berikut:  

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

 

Fungsi anggaran digunakan ntuk membayar pengeluaran terkait negara, 

pajak memberikan pendapatan bagi pemerintah. Pembiayaan rutin 

pengeluaran pegawai, barang, pemeliharaan, dan sebagainya merupakan 

salah satu penggunaan pajak yang terkait dengan APBN.  
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2. Fungsi Mengatur (Regulerend)  

 

Pajak bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Strategi 

ekonomi suatu negara tercermin dalam fungsi pajak ini. Pemerintah 

memiliki kekuatan untuk mengendalikan ekspansi ekonomi melalui 

kebijakan pajak.  

 

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan  

 

Penciptaan lapangan kerja baru adalah fungsi pajak dalam redistribusi. 

Akan ada lebih banyak lapangan kerja sebagai akibat dari peningkatan 

lapangan kerja, yang akan turut meningkatkan pendapatan perkapita 

masyarakat. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk memastikan sejumlah 

pendapatan setiap orang terdistribusi secara adil dan untuk memerangi 

inflasi.  

 

4. Fungsi Stabilisasi 

 

Kondisi ekonomi negara harus tetap seimbang, dan pemerintah harus 

melakukannya. Dengan mengendalikan aliran uang di seluruh masyarakat, 

mengumpulkan pajak, dan menggunakan pajak tersebut secara efektif dan 

efisien, adalah mungkin untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ketika nilai 

tukar rupiah menurun dibandingkan dengan dolar AS, ini adalah gambaran 

lain dari fungsi stabilitas. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan tertentu 

untuk mengatasi masalah ini, seperti menaikkan pajak impor dan PPN untuk 

mendukung penguatan nilai tukar rupiah. 
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2.1.3 Pengelompokan Pajak  

Pajak yang berlaku di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai pengelompokan, jenis, 

dan macamnya (Halim et al., 2020).Pengelompokan pajak yang berlaku di 

Indonesia menurut  adalah sebagai berikut:  

1. Menurut Sifatnya  

 

a. Pajak Subjektif 

Pajak subjektif memperhatikan keadaan atau keadaan masing-masing wajib 

pajak orang pribadi, baik yang menikah maupun yang belum menikah. Pada 

awalnya setiap orang yang tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak, 

sedangkan orang asing yang mempunyai hubungan ekonomi dengan 

pemerintah Indonesia (misalnya orang asing yang menjadi pengusaha di  

Indonesia) juga dikenakan pajak. Contoh pajak subyektif adalah pajak 

penghasilan (PPh).  

 

b. Pajak Objektif  

Dalam pajak objektif itu sendiri yang ditekankan adalah 

mempertimbangkan sifat badan kena pajak dengan mengabaikan keadaan 

atau keadaan wajib pajak. Semua warga negara Indonesia (WNI) dikenai 

pajak objektif apabila penghasilannya memenuhi persyaratan perundang-

undangan yang berlaku. Pajak target mencakup beberapa kelompok. 

Pertama, pengguna barang kena paajak. Kedua, pajak terkait kepemilikan 

properti, kepemilikan barang mewah, dan pengalihan aset dari Indonesia ke 

negara lain. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penjualan Barang Mewah 

(PPnBM).  

 

2. Menurut Golongan  

Pengelompokan pajak ini memiliki arti bahwa dalam kondisi tertentu, pajak 

tersebut dibayarkan kepada pihak ketiga. Penanggung jawab pajak dapat dibagi 

menjadi dua jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.  
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a. Pajak Langsung  

Pajak langsung adalah pajak yang terutang oleh wajib pajak dan tidak dapat 

dialihkan kepada orang lain. Artinya, pajak langsung harus ditanggung 

sendiri oleh wajib pajak, misal: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan. 

 

b. Pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain. 

Pembayaran dapat dilakukan dengan sengaja atas nama pihak lain. Pajak 

tidak langsung tidak memiliki surat pajak, sehingga pemungutannya tidak 

dilakukan secara berkala, tetapi mengacu pada kegiatan yang berkaitan 

dengan peristiwa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Impor, 

Pajak Ekspor.  

 

3. Menurut Pihak Pemungut Pajak  

a. Pajak Negara 

Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh negara untuk 

membiayai seluruh kepentingan kesejahteraan negara. Pajak negara 

bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan pemerintah daerah di 

Indonesia. Pembagian hasil sangat diperlukan untuk menjamin 

kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk 

bagi hasil antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut provinsi (pusat) 

dan pajak yang dipungut daerah. 

 

b. Pajak Daerah  

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

(APBD) untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan. Pajak 

daerah adalah pajak wajib yang terhutang oleh orang perseorangan tanpa 

kompensasi langsung atau badan hukum yang sesuai di daerah tersebut. 

Pajak daerah dapat dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak  

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan 

sistem pemungutan pajak.  

1. Stelsel pajak pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:  

a. Rill Stelsel 

Pengenaan pajak yang berdasarkan objek atau penghasilan yang 

sesungguhnya yang diperoleh oleh wajib pajak. 

 

b. Fiktif Stelsel 

 

Sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada sebuah anggapan atau 

asumsi.  

 

c. Stelsel Campuran 

sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada fiktif stelsel dan rill stelsel. 

Stelsel campuran menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar 

oleh wajib pajak dengan anggapan terlebih dahulu, kemudian diakhir 

menggunakan data yang senyatanya.  

2. Asas Pemungutan Pajak Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:  

a) Asas Domisili 

 

Asas ini menyatakan bahwa wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah 

Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh baik 

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.  

 

b) Asas Sumber 

 

Asas ini menyatakan bahwa negara mengenakan pajak atas penghasilan 

yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib 

Pajak.  

 

c) Asas Kebangsaan 

 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia 

dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia 

tetapi bertempat tinggal di Indonesia.  
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3. Sistem Pemungutan Pajak  

Salah satu cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak 

adalah dengan sistem pemungutan pajak. Setiap negara memiliki sistem pemilihan 

tugas yang berbeda. Dalam buku hukum perpajakannya, pemungutan pajak 

menurut Wirawan menjelaskan empat jenis sistem pemungutan pajak:  

a) Official Assessment System 

 

Sistem Pemungutan pajak yang menentukan besarnya pajak yang harus 

dibayar seseorang (tax payable). Wajib pajak dalam sistem ini bersifat pasif 

dan menunggu fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.  

 

b) Semi Self Assessment System 

 

Dalam sistem ini, wajib pajak menentukan jumlah pajak yang terutang 

untuk tahun berjalan pada setiap awal tahun pajak, yang merupakan 

angsuran yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Memang pada saat 

itu menjelang akhir tahun fiskus akan memutuskan ukuran kewajiban yang 

sebenarnya berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh wajib pajak.  

 

c) Self Assessment System 

 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh 

kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, 

dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.  

 

d) With Holding System  

 

With Holding System merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang 

kewenangannya diserahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan 

kewajiban memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. 
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2.2 Pajak Penghasilan 

 

2.2.1 Pengertian pajak penghasilan  

Pajak penghasilan menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 adalah pajak yang 

dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterimanya 

dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap 

subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun 

pajak ( Widjaja, 2021). 

 

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk 

memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. 

Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau 

memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika 

subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif 

maka disebut wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk 

melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak 

tertentu (Erza, 2000). Yang menjadi subjek pajak adalah:  

1. Orang Pribadi. 

  

Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun 

diluar Indonesia. Sebagai subjek pajak tidak melihat batasan umur, jenjang 

sosial, ekonomi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan. Dengan kata lain 

istilah orang pribadi yang menjadi subjek pajak PPh Indonesia berlaku 

semua untuk orang. 

 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak.  
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3. Badan 

 

Pengertian badan menurut penjelasan UU PPh Tahun 2000 adalah 

sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi: Perseroan 

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, 

Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, 

Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk 

Usaha Tetap dan bentuk lainnya termasuk reksadana.  

 

4. Bentuk Usaha Tetap 

Pengertian Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan 

oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan 

di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 

Indonesia. 

 

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan  

 

Objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat dikenakan pajak. 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) (UU No. 36 Tahun 2008), penghasilan yang termasuk 

Objek Pajak adalah:  

1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam undang-undang. 

 

2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 

 

3) Laba usaha. 
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4) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan asset dalam perusahanaan. 

 

5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 

 

6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang.  

 

7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kapada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi. 

 

8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 

 

9) Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. 

 

10)  Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

 

11)  Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan pertauran pemerintah. 

 

12)  Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 

 

13)  Selisih lebih karena penilaian kembali asset. 

 

14)  Premi asuransi, termasuk premi reasuransi. 

 

15)  Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang    

terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 

 

16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

 

17) Penghasilan dari usaha yang berbasis Syariah. 
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18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang      

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan surplus   

Bank Indonesia. 

2.3 Pajak Penghasilan 21 

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan 21 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 /PMK.03/2008 (Menteri & Repub, 2015), 

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk 

apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang 

dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. 

Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan 

melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib Pajak Orang 

Pribadi dalam negeri sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang 

dilakukan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta imbalan lainnya dalam 

bentuk dan nama apapun. Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya dikenakan atas 

penghasilan orang pribadi dan dikenakan atas subjek pajak orang pribadi dalam 

negeri. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan tarif sesuai dengan pasal 

17 Undang Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemrintah No 58 Tahun 2023, 

kecuali pada berbagai kegiatan yang dikenakan tarif sesuai dengan peraturan 

pemerintah (Ratna, 2008). 

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Pasal 3 (PER-16-PJ-2016) penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 

21 yaitu: 

1. Pegawai; 

2. Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua (JHT), termasuk ahli 

waris;  

3. Bukan pegawai yang memperoleh atau menerima pendapatan yang 

berkaitan dengan pengguna jasa; 

4. Tidak termasuk dewan pengawas ataupun anggota komite yang juga 

merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama; 
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5. Mantan pegawai; 

6. Penghasilan atau penghasilan dan peserta kegiatan terkait dengan 

penghasilan kegiatan. 

2.3.3  Objek Pajak Penghasilan Pasal 21  

 Objek Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu: 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap dalam bentuk 

penghasilan tetap atau tidak resmi; 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh seorang pensiunan secara teratur 

dalam bentuk anuitas atau penghasilan serupa;  

3. Penghasilan dari uang pesangon, pensiun, uang pesangon, atau uang 

pesangon sekaligus setelah dua tahun berlalu sejak masa kerja karyawan 

berakhir; 

4. Penghasilan pekerja tidak tetap atau tidak tetap berupa upah harian, 

mingguan, satuan, borongan, atau bulanan; 

5. Kompensasi untuk non-karyawan. Remunerasi atas jasa yang diberikan 

termasuk, namun tidak terbatas pada, komisi, fee,dan remunerasi serupa 

dalam nama atau bentuk apapun; 

6. Kompensasi bagi peserta kegiatan, tetapi tidak terbatas pada; tunjangan, 

tunjangan hiburan, tunjangan rapat. honorarium, hadiah atau penghargaan 

dengan nama dan bentuk apa pun, dan penghargaan serupa dengan nama 

apa pun;  

7. Penghasilan berupa komisi atau laba tidak tetap yang diterima atau 

diperoleh oleh direktur atau pejabat tidak tetap pada perusahaan yang sama;  

8. Penghasilan berupa jasa produksi, bonus, tip, bonus, atau imbalan tidak 

tetap lainnya yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Penghasilan 

dari penarikan dana pensiun oleh peserta pensiun yang dipekerjakan oleh 

dana pensiun yang telah disetujui pendiriannya oleh Menteri Keuangan. 

2.3.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 acuan atau dasar hukum megenai Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut:  
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1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2023 Tentang  Tarif 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan 

Dengan Pekerjaan ,Jasa ,Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi . 

 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

 

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 terkait pekerjaan, 

jasa, dan kegiatan orang pribadi.  

 

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. 

2.3.5 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 pada bagian pasal 

2 pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di antaranya yaitu:  

1. Pemberi kerja; 

2. Bendahara Pemerintah; 

3. Dana pensiun; 

4. Orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan usaha, yang 

membayar honorarium, komisi, serta pembayaran lain yang sehubungan  

dengan jasa; 

5. Penyelenggara yang bukan kewajiban untuk melakukan pemotongan 

pajak(Menteri & Repub, 2015). 

 

2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan PPH 21  

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 ini mengatur mengenai tarif pemotongan 

pajak penghasilan Pasal 21 berupa tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dan tarif efektif 

yang digunakan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara, 
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pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara 

Republik Indonesia, dan pensiunannya(Repulik Indonesia, 2014).Tarif pemotongan 

pajak penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan  sehubungan dengan pekerjaan ,jasa 

,atau kegiatan wajib pajak orang pribadi terdiri dari tarif berdasarkan Pasal 17 ayat 

(1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tarif efektif pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 yang terbagi menjadi beberapa kategori yaitu: 

1) Tarif efektif bulanan kategori A 

Tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud dikategorikan berdasarkan 

besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan 

jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Kategori tarif efektif 

bulanan sebagaimana dimaksud  terdiri atas kategori A yang diterapkan atas 

penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima 

penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP) yaitu: 

a)  Tidak kawin tanpa tanggungan; 

b)  Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; 

c)  Kawin tanpa tanggungan. 

 

2) Tarif efektif bulanan kategori B 

Tarif efektif bulanan kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan 

yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu:  

a)  Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang; 

b)  Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang; 

c)  Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak I (satu) orang; 

d)  Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang.  

 

3) Tarif efektif bulanan kategori C  

Tarif efektif bulanan kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan 

yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu kawin dengan jumlah 

tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang. 

 



17  

 
 

4) tarif efektif harian. 

A.Tarif Efektif Bulanan Kategori A 

Tabel 2.1 Tarif Efektf Bulanan 

Penghasilan Bruto Sebulan 

 

Tarif Pajak 

Rp5.400.000 0% 

di atas Rp5.400.000 - Rp5.650.000 0,25% 

di atas Rp5.650.000 - Rp5.950.000 0,5% 

di atas Rp5.950.000 - Rp6.300.000 0,75% 

di atas Rp6.300.000 - Rp6.750.000 1% 

di atas Rp6.750.000 - Rp7.500.000 1,25% 

di atas Rp7.500.000 - Rp8.550.000 1,5% 

di atas Rp8.550.000 - Rp9.650.000 1,75% 

di atas Rp9.650.000 - Rp10.050.000 2% 

di atas RpI0.050.000 - Rp10.350.000 2,25% 

di atas Rp10.350.000 - RpI0.700.000 2,5% 

di atas Rp10.700.000 - Rp11.050.000 3% 

di atas Rp11.050.000 - Rp11.600.000 3,5% 

di atas Rpl1.600.000 - Rp12.500.000 4% 

di atas Rp12.500.000 - Rp13.750.000 5% 

di atas Rp13.750.000 - RpI5.100.000 6% 

di atas Rp15.100.000 - Rp16.950.000 7% 

di atas Rp16.950.000 - Rp19.750.000 8% 

di atas Rp19.750.000 – Rp24.150.000 9% 

di atas Rp24.150.000 – Rp26.450.000 10% 

di atas Rp26.450.000 – Rp28.000.000 11% 

di atas Rp28.000.000 – Rp30.050.000 12% 

di atas Rp30.050.000 – Rp32.400.000 13% 

di atas Rp32.400.000 – Rp35.400.000 14% 

di atas Rp35.400.000 – Rp39.100.000 15% 

di atas Rp39.I00.000 – Rp43.850.000 16% 

di atas Rp43.850.000 – Rp47.800.000 17% 

di atas Rp47.800.000 – Rp51.400.000 18% 

di atas Rp51.400.000 – Rp56.300.000 19% 

di atas Rp56.300.000 – Rp62.200.000 20% 

di atas Rp62.200.000 – Rp68.600.000 21% 

di atas Rp68.600.000 – Rp77.500.000 22% 

di atas Rp77.500.000 – Rp89.000.000 23% 

di atas Rp89.000.000 – Rp103.000.000 24% 

di atas Rp103.000.000 – Rp125.000.000 25% 

di atas Rp125.000.000 – Rp157.000.000 26% 

di atas Rp157.000.000 – Rp206.000.000 27% 

Sumber: Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 
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Penghasilan Bruto Sebulan 

 

Tarif Pajak  

di atas Rp206.000.000 – Rp337.000.000 28% 

di atas Rp337.000.000 – Rp454.000.000 29% 

di atas Rp454.000.000 – Rp550.000.000 30% 

di atas Rp550.000.000 – Rp695.000.000 31% 

di atas Rp695.000.000 – Rp910.000.000 32% 

di atas Rp910.000.000 – Rpl.400.000.000 33% 

di atas Rp1.400.000.000 34% 

Sumber: Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 

B.Tarif Efektif Bulanan Kategori B 

Penghasilan Bruto Sebulan 

 

Tarif Pajak 

Rp6.200.000 0% 

di atas Rp6.200.000 – Rp6.500.000 0,25% 

di atas Rp6.500.000 – Rp6.850.000 0,5% 

di atas Rp6.850.000 – Rp7.300.000 0,75% 

di atas Rp7.300.000 – Rp9.200.000 1% 

di atas Rp9.200.000 – Rp10.750.000 1,5% 

di atas Rp10.750.000 – Rp11.250.000 2% 

di atas Rp11.250.000 – Rp 11.600.000 2,5% 

di atas Rpl1.600.000 – Rp12.600.000 3% 

di atas Rp12.600.000 – Rp13.600.000 4% 

di atas Rp13.600.000 – Rp14.950.000 5% 

di atas Rp14.950.000 – Rp16.400.000 6% 

di atas Rp16.400.000 - Rp18.450.000 7% 

di atas Rp18.450.000 - Rp21.850.000 8% 

di atas Rp21.850.000 - Rp26.000.000 9% 

di atas Rp26.000.000 - Rp27.700.000 10% 

di atas Rp27.700.000 - Rp29.350.000 11% 

di atas Rp29.350.000 - Rp3I.450.000 12% 

di atas Rp31.450.000 - Rp33.950.000 13% 

di atas Rp33.950.000 - Rp37.100.000 14% 

di atas Rp37.100.000 - Rp41.100.000 15% 

di atas Rp41.100.000 - Rp45.800.000 16% 

di atas Rp45.800.000 - Rp49.500.000 17% 

di atas Rp49.500.000 - Rp53.800.000 18% 

di atas Rp53.800.000 - Rp58.500.000 19% 

di atas Rp58.500.000 - Rp64.000.000 20% 

di atas Rp64.000.000 - Rp71.000.000 21% 

di atas Rp71.000.000 - Rp80.000.000 22% 

di atas Rp80.000.000 - Rp93.000.000 23% 

di atas Rp93.000.000 - Rp109.000.000 24% 

di atas Rp109.000.000 - Rp129.000.000 25% 

Sumber: Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 
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Penghasilan Bruto Sebulan  Tarif Pajak 

 

di atas Rp129.000.000 - Rp163.000.000 26% 

di atas Rp163.000.000 - Rp211.000.000 27% 

di atas Rp211.000.000 - Rp374.000.000 28% 

di atas Rp374.000.000 - Rp459.000.000 29% 

di atas Rp459.000.000 - Rp555.000.000 30% 

di atas Rp555.000.000 - Rp704. 000.000 31% 

di atas Rp704.000.000 - Rp957.000.000 32% 

di atas Rp957.000.000  - Rp I .405. 000.000 33% 

di atas Rp1.405.000.000 34% 

Sumber: Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 

C.Tarif Efektif Bulanan Kategori C 

Penghasilan Bruto Sebulan 

 

Tarif Pajak 

Rp6.600.000 0% 

di atas Rp6.600.000 - Rp6.950.000 0,25% 

di atas Rp6.950.000 - Rp7.350.000 0,5% 

di atas Rp7.350.000 - Rp7.800.000 0,75% 

di atas Rp7.800.000 – Rp8.850.000 1% 

di atas Rp8.850.000 - Rp9.800.000 1,25% 

di atas Rp9.800.000 - Rp10.950.000 1,5% 

di atas Rp10.90.000 - Rp11.200.000 1,75% 

di atas Rp11.200.000 - Rp12.050.000 2% 

di atas Rp12.050.000 - Rp12.950.000 3% 

di atas Rp12.950.000 - Rp14.150.000 4% 

di atas Rp14.150.000 - Rp15.550.000 5% 

di atas Rp15.550.000 - Rp17.050.000 6% 

di atas Rp17.050.000 - Rp19.500.000 7% 

di atas RpI9.500.000 - Rp22.700.000 8% 

di atas Rp22.700.000 - Rp26.600.000 9% 

di atas Rp26.600.000 - Rp28. I00.000 10% 

di atas Rp28.100.000 - Rp30.100.000 11% 

di atas Rp30.100.000 - Rp32.600.000 12% 

di atas Rp32.600.000 - Rp35.400.000 13% 

di atas Rp35.400.000 - Rp38.900.000 14% 

di atas Rp38.900.000 - Rp43.000.000 15% 

di atas Rp43.000.000 - Rp47.400.000 16% 

di atas Rp47.400.000 - Rp51.200.000 17% 

di atas Rp51.200.000 -Rp55.800.000 18% 

di atas Rp55.800.000 – Rp60.400.000 19% 

di atas Rp60.400.000 - Rp66.700.000 20% 

di atas Rp66.700.000 - Rp74.500.000 21% 

Sumber: Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 
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Penghasilan Bruto Sebulan 

 

Tarif Pajak 

di atas Rp74.500.000 - Rp83.200.000 22% 

di atas Rp83.200.000 - Rp95.600.000 23% 

di atas Rp95.600.000 - Rp 110.00.000 24% 

di atas Rp110.000.000 - Rp134.000.000 25% 

di atas Rp134.000.000 - Rp 169. 000.000 26% 

di atas Rp169.000.000 - Rp221.000.000 27% 

di atas Rp221.000.000 - Rp390.000.000 28% 

di atas Rp390.000.000 - Rp463.000.000 29% 

di atas Rp463.000.000 - Rp561.000.000 30% 

di atas Rp561.000.000 - Rp709.000.000 31% 

di atas Rp709.000.000 - Rp965.000.000 32% 

di atas Rp965.000.000 - Rp1.419.000.000 33% 

di atas Rp1.419.000.000 34% 

Sumber: Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 

Penghasilan bruto bulanan yang menjadi dasar penerapan tarif efektif bulanan 

pemotongan pajak penghasilan pasal 2l yaitu penghasilan yang diterima wajib pajak 

orang pribadi dalam satu masa pajak. 

D. HARIAN  

Penghasilan Bruto Sebulan 

 

Tarif Pajak 

Rp450.000 0% 

di atas Rp450.000 - Rp2.500.000 0,5% 

Sumber: Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 

Penghasilan bruto harian yang menjadi dasar penerapan tarif efektif harian 

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu penghasilan Pegawai tidak tetap  

yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dalam hal 

penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah 

jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, 

atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. 

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut (Undang-Undang Nomor 7, 

2021)Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana yang telah di ubah pada pasal 

17 Huruf (a) mengenai lapisan tarif Penghasilan karyawan sebagai berikut: 

1. Wajib pajak  dengan penghasilan tahunan 0 dengan Rp60.000.000,00 adalah 

5%. 
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2. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan  Rp60.000.000,00 sampai dengan 

Rp 250.000.000 adalah 15%. 

3. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan Rp250.000.000,00 sampai dengan 

Rp500.000.000,00 adalah 25%. 

4. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan Rp500.000.000,00 sampai dengan 

Rp5.000.000.000,00 adalah 30%. 

5. Wajib pajak dengan penghasilan tahun di atas Rp5.000.000.000,00 adalah 

35%. 

Perubahan tarif dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

menambah lapisan penghitungan menjadi 5 lapis. Pemerintah menambahkan 

lapisan ke-5 dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas 

5 Milyar Rupiah. Kemudian pada lapisan pertama memperbesar PKP dalam setahun 

menjadi Rp 0 sampai dengan Rp60.000.000. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

untuk tahun 2018 sampai saat ini perhitungannya masih menggunakan peraturan 

dari Menteri Keuanagan Nomor:101/PMK.010/2016 (Vridag, 2019) 

Tabel 2.2 Besaran Tarif PTKP Tahun 2016 

No  Keterangan  Setahun (Rp) 

1 Wajib Pajak Orang Pribadi. Rp54.000.000 

2 Tambahan bagi wajib pajak yang kawin. Rp4.500.000 

3 Tambahan bagi setiap kerabat yang terikat darah dan 

keluraga dalam garis keturunan dan anak angkat 

tanggungan penuh maksimal 3 (tiga) orang untuk 

setiap keluarga. 

Rp4.500.000 

4 Tambahan bagi istri yang penghasilannya digabung 

dengan penghasilan suami. 

Rp4.500.000 

Sumber: Undang-Undang No 7 tahun 2021 

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor:101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:  

• TK/0 = Rp54.000.000  

• K/0 = Rp58.500.000  

• K/1 = Rp63.000.000  

• K/2 = Rp67.500.000  
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• K/3 = Rp72.000.00 

2.3.7 Perhitungan PPh Pasal 21  

Perhitungan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap menurut PP No 58 Tahun 2023 

yaitu: 

1. Perhitungan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap menurut Peraturan 

Presiden No 58 Tahun 2023 yaitu hasil dari penjumlahan tunjangan yang 

mengahasilkan penghasilan bruto yang  akan dikalikan dengan status PTKP 

yang berasal tarif efektif golongan untuk masa bulan Januari sampai dengan 

November. 

2. Perhitungan untuk masa Desember didapatkan sebagai berikut: 

a) Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap,untuk 

perhitungkan jumlah penghasilan kotor atau gaji bruto, didalamnya 

mencakup gaji, tunjangan, uang lembur, ataupun pembayaran serupa 

lainnya yang diperoleh pegawai.  

b) Premi yang dibayar oleh pemberi kerja yang termasuk kedalam 

pendapatan pegawai. Diantaranya dalam bentuk program BPJS 

Ketenagakerjaan, Jaminan Santunan Tenaga Kerja (JKK), 

JaminanKematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 

c) Menghitung penghasilan bersih atau penghasilan neto dengan cara 

mengurangi penghasilan kotor bulanan dan iuran pensiun atau iuran 

jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pekerja pihak pemberi kerja  

d) Menghitung penghasilan neto dalam setahun, dengan cara 

menjumlahkan penghasilan bersih sebulan dikalikan 12. 

e) Penghasilan Kena Pajak didapatkan dari penghasilan bersih tahunan 

dikurangi dengan PTKP.  

f)   Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun - jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21   

bulan Januari 2024 sampai dengan November 2024 yang telah dipotong. 
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2.3.8 PPh Pasal 21 saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan  

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 saat terutang, penyetoran dan pelaporan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan, sebagaimana: 

1. Saat Terutang Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 21 pada akhir bulan 

dilakukan pembayaran atau pada akhir bulanterutangnya penghasilan yang 

bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.  

2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 harus disetorkan oleh pemotong 

pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa 

pajak berakhir.  

3. Pelaporan Terdapat 2 jenis pelaporan yaitu:  

4. Pelaporan bulanan 

5. Pemotong pajak Wajib Pajak melaporkan dan menyetorkan PPh Pasal 21 ke 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan 

berikutnya.  

6. SPT (Surat Pemberitahuan) dilampirkan pada bukti pemotongan dan Surat 

Setoran Pajak (SSP) pada masa pajak yang bersangkutan. 

7. Pelaporan bulanan dan tahunan. 

8. Pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahun PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) terdaftar ataupun Kantor Penyuluhan Pajak setempat.  

9. Menghitung PPh setahun. 

10. Memperhitungkan dengan yang sudah dipotong oleh perusahaan, jika 

hasilnya kurang bayar maka harus disetorkan kekurangannya tahun depan 

paling lambat tanggal 31 maret setelah tahun pajak berakhir. 
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BAB III  

LAPORAN PENYELESAIN AKHIR 

 

3.1 Desain Penelitian  

 

Pendekatan yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah deskriptif kualitatif yaitu 

mengumpulkan, menjelaskan, memecah dan menguraikan informasi yang 

berhubungan dengan masalah yang dialami dan membandingkan informasi khusus 

dan keadaan nyata dalam suatu organisasi untuk kemudian membuat keputusan. 

Sangat cocok digunakan dalam penelitian ini karena akan memudahkan peneliti 

untuk membahas dan menganalisis masalah yang diteliti yaitu tentang Penerapan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 apakah telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan 

yang berlaku. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data  

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif 

yang berupa kata-kata atau badan dalam bentuk uraian. Data kualitatif yang 

digunakan berisi mengenai keadaan profil perusahaan  misalkan,profil atau sejarah 

perusahaan/instansi ,organisasi dan data data yang mendukung penelitian. 

3.2.2 Sumber Data  

Dalam penelitian menggunakan dua sumber yaitu: 

a. Data primer, data yang diperoleh saat melakukan penelitian. Data tersebut 

diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada staff PT Lampung Jasa 

Utama 

b. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh 

peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang 

dikumpulkan yaitu dokumen-dokumen Instansi Pemerintahan berupa 

laporan gaji, struktur organisasi perusahaan, dan dokumen-dokumen 

pendukung lainnya dengan mengunjungi objek penelitiannya yaitu PT  

Lampung Jasa Utama 
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3.3  Metode Pengumpulan Data  

 

Dalam penelitian ini penulis  melakukan penelitian data untuk memperoleh 

data- data  yang diperlukan dengan metode: 

 

a) Penelitian Kepustakaan 

Penelitian Kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan penulis untuk 

memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dengan cara membaca, 

mempelajari, menelaah, dan menganalisis sumber kepustakaan yang 

relevan seperti buku, Undang-Undang yang berkaitan dengan Perpajakan. 

b) Wawancara  

Wawancara dilakukan langsung dengan pimpinan maupun staff bertujuan 

untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini 

tentang bagaimana perhitungan, pelaporan, dam penyetoran pajak 

penghasilan PPh Pasal 21. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang terkait PPh Pasal 21. Dokumen ini berupa Bukti 

Potong, beserta Bukti Penerimaan Elektroniknya, profil perusahaan, daftar 

gaji karyawan, serta dokumen-dokumen yang terkait. 

3.4    Objek Kerja Praktik  

  

3.4.1  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 

 Kegiatan  Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di: 

 

 Nama     :  PT Lampung Jasa Utama  

 

Alamat     : Jl. Jend. Sudirman No.81, Tj. Raya, Kec. Kedamaian,  

Kota Bandar Lampung, Lampung. 

 Kode Pos  :  35213 

     

Telepon    :  0729 7330 319 
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Gambar 3.1 Lokasi PKL PT Lampung Jasa Utama 

 Sumber: https://maps.app.goo.gl/ANVZRHTPUTW728Rr9 
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Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 40 hari kerja yaitu 

dimulai dari tanggal 09 Januari sampai dengan 29 Februari dan terjadwal 5 hari 

dalam satu minggu. Penulis akan menaati aturan yang sudah ditetapkan oleh Dinas 

tersebut dalam pelaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan  

PT Lampung Jasa Utama merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi 

Lampung yang didirikan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tentang 

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah pada tahun 2010. Perseroan Terbatas 

Lampung Jasa Utama (LJU) adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi 

Lampung yang berbentuk Perseroan Daerah atau Perseroda. 

PT Lampung Jasa Utama sebagai BUMD memiliki fungsi dan peranan berupa 

melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah 

dan pemupukan serta peningkatan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. 

Pembentukan PT Lampung Jasa Utama berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 2 Tahun 2010 dimaksudkan sebagai sebuah upaya Pemerintah 

Daerah untuk mendukung program-program pembangunan daerah di bidang 

infrastruktur dan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada di Provinsi 

Lampung. 

PT Lampung Jasa Utama mempunyai bisnis dibidang konstruksi, konsultan, 

properti (Perumahan Subsidi dan Perumahan Komersil), pelayanan jembatan 

timbang (kerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang), 

pelabuhan, kawasan industri, pariwisata, energi, migas hulu dan hilir, pertanian, 

peternakan, digitalisasi, dan logistik. PT Lampung Jasa Utama saat ini memiliki dua 

anak perusahaan yaitu PT Trans Lampung Utama yang bergerak di bidang 

Transportasi dan PT Lampung Energi Berjaya yang bergerak di bidang Migas. 
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Struktur Organisasi 

LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI 

Nomor   : 1 Tahun 2023 

Tanggal : 7 Desember 2023 

Tentang : Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Lampung Jasa Utama  

 

STRUKTUR ORGANISASI 

PT LAMPUNG JASA UTAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Sruktur Organisasi dan Tata Kerja PT Lampung Jasa Utama 

Sumber: PT Lampung Jasa Utama 
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A.Organ Utama 

1)Tugas Dewan Komisaris  

Dewan Pengawas/Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan 

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai PT Lampung Jasa 

Utama. maupun usaha PT Lampung Jasa Utama, yang dilakukan oleh Direksi serta 

memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan 

Rencana Jangka Panjang PT Lampung Jasa Utama. Rencana Kerja dan Anggaran 

PT. Lampung Jasa Utama serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, 

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan PT Lampung 

Jasa Utama dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT Lampung Jasa Utama.  

2)Tugas Direksi 

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan 

PT Lampung Jasa Utama, untuk kepentingan PT Lampung Jasa Utama dan sesuai 

dengan maksud dan tujuan PT Lampung Jasa Utama, serta mewakili PT. Lampung 

Jasa Utama, baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala 

kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RPB/Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

3) Kewajiban Direksi Direksi berkewajiban untuk:  

a) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan PT 

Lampung Jasa Utama, sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan 

usahanya. 

b) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana 

Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta menyampaikannya kepada Dewan 

Pengawas/Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan 

pengesahaan RPB/KPM/Rapat Umum Pemegang Saham. 

c) Memberikan penjelasan kepada KPM/RPB/Rapat Umum Pemegang Saham 

mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja. 

d) Menetapkan kebijakan terhadap anak perusahaan. 
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4) Bidang Keuangan, Akuntansi dan Perbendaharaan:  

a) Akuntansi mengenai standardisasi biaya operasional (OPEX) dan Biaya 

Modal (CAPEX), kebijakan Akuntansi dan komponen laporan keuangan 

interim dan tahunan sesuai dengan Pedoman Akuntansi BUMD Perkebunan 

berbasis International Financial Reporting Standard (IFRS). 

b) Keuangan dan perbendaharaan mencakup struktur modal ekuitas dan 

keuangan; perbankan atas penempatan dana; manajemen risiko; pendanaan 

proyek investasi; modal kerja dan pengelolaan kas/ Bank dan treasury dalam 

tata kelola valuta asing. 

c) Modal kerja. 

d) Pinjaman dana dari pihak luar dan melakukan kerja sama dengan pihak 

perbankan atau pihak lainnya terkait pinjaman dana, penerbitan obligasi 

atau instrumen-instrumen pasar modal lainnya. 

 

5) Bidang Perencanaan dan Pengembangan  

a) Pengembangan perusahaan sesuai dengan ketersediaan sumber daya, 

teknologi dan peluang pasar. 

b) Aktivitas penelitian agar tujuan penelitian fokus pada aktivitas dengan nilai 

tambah yang tinggi.  

 

6) Bidang Teknologi Informasi Pengadaan dan pengembangan teknologi informasi.  

7) Bidang Sumber Daya Manusia  

a) Implementasi manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi secara 

terintegrasi. 

b) Talent Management (acceleration pool) untuk mempersiapkan pemimpin 

strategis. 

c) Hubungan Industrial. 

d) Fungsi Pengembangan dan Perubahan Organisasi. 

e) Pengembangan Sistem Informasi. 

Keanggotaan dan Komposisi Direksi PT Lampung Jasa Utama diurus dan dipimpin 

oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan PT Lampung 
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Jasa Utama. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, 

seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama. 

B. Organ Pendukung  

1. Sekretaris Dewan Komisaris  

 a)Tugas Sekretaris Dewan Komisaris  

Sekretariat Dewan Pengawas/Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk 

membantu Dewan Pengawas/Komisaris dalam melaksanakan tugasnya: 

▪ mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan 

Pengawas/Komisaris;  

▪ membuat risalah rapat Dewan Pengawas/Komisaris sesuai ketentuan 

anggaran dasar Perusahaan;  

▪ mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas/Komisaris, baik surat 

masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;  

▪ menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan 

Pengawas/Komisaris;  

▪ menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Pengawas/Komisaris;  

▪ melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas/Komisaris 

2. Komite Audit Ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab 

diuraikan lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit.  

3. Komite Pemantau Risiko Ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, tugas dan 

tanggung jawab diuraikan lebih lanjut dalam Piagam Komite Pemantau Risiko. 

4. Sekretaris Perusahaan  

a. Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan.  

b. Penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan dapat dilakukan dengan 

mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan.  
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c. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama 

berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan 

Komisaris.  

Fungsi sekretaris perusahaan adalah:  

1) Memastikan bahwa PT Lampung Jasa Utama, mematuhi peraturan 

tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip- prinsip 

GCG;  

2)Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan 

Pengawas/Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila 

diminta. 

Visi dan Misi PT LAMPUNG JASA UTAMA  

a) Visi  

Visi PT Lampung Jasa Utama yaitu terciptanya BUMD PT Lampung Jasa 

Utama (Perseroda) yang dikelola secara Profesional dan Menjadi BUMD 

Kebanggan Masyarakat Lampung 

b) Misi  

Misi PT Lampung Jasa Utama 

1. Bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Lampung dan Menerima 

penugasan -penugasan Pemerintah Provinsi Lampung ,serta pemberdayaan 

ekonomi dan pelayanan masyarakat. 

2. Mewujudkan BUMD yang dikelola secara profesional,profitable dan 

kompeten. 

3. Bekerja sama dengan Investor sebagi mitra-mitra baik BUMN,Swasta 

nasional maupun swasta asing. 

4. Mengoptimalkan peran PT lampung Jasa Utama Khususnya dalam 

membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan pembahasan tentang pengenaan perhitungan, penyetoran dan 

pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT  Lampung 

Jasa Utama, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dalam prosedur pengenaan perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 

terhadap penghasilan karyawan tetap belum sesuai antara jumlah 

perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT Lampung Jasa Utama dengan jumlah 

perhitungan PPh Pasal 21 menurut penulis dengan mengacu pada peraturan 

PP No 58 tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan ada perbedaan antara 

perhitungan yang dilakukan oleh PT Lampung Jasa Utama dengan 

perhitungan penulis yang sesuai dengan  PP No 58 Tahun 2023. 

2. PT Lampung Jasa Utama menyetorkan dan melaporkan SPT tahunan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku dengan baik dan benar. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas terdapat saran yang dapat menjadi 

pertimbangan terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT Lampung Jasa Utama.yaitu PT Lampung Jasa 

Utama sebaiknya harus selalu update terhadap perkembangan peraturan-peraturan 

yang tentang perhitungan,penyetoran dan pelaporan setiap kali adanya perubahan. 

Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan kewajiban dapat berjalan sesuai dengan 

dengan perkembangan yang berlaku. 
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